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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar yuridis serta pertimbangan
konstitusional Presiden dalam pemberian abolisi, sekaligus menelaah implikasi yuridisnya
terhadap penyelenggaraan peradilan pidana dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya
ketika kewenangan tersebut digunakan pada perkara yang proses peradilannya belum
mencapai putusan berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
konseptual, yang didukung oleh analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier yang dikaji secara kualitatif. Pembaharuan penelitian ini terletak pada upaya
menempatkan pemberian abolisi tidak hanya sebagai kewenangan konstitusional
Presiden, tetapi juga sebagai fenomena hukum yang perlu dikaji dari perspektif hubungan
kekuasaan antar lembaga negara serta implikasinya terhadap prinsip-prinsip fundamental
dalam sistem peradilan pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian abolisi
memiliki dasar yuridis yang jelas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan
pelaksanaannya melibatkan mekanisme pertimbangan lembaga legislatif sebagai bentuk
pengawasan konstitusional. Namun demikian, dalam praktiknya, pemberian abolisi
berimplikasi pada terhentinya proses penuntutan sehingga proses pembuktian di
pengadilan yang seharusnya menjadi sarana utama untuk menemukan kebenaran materiil
tidak dapat dilanjutkan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan terkait
kepastian hukum, prinsip due process of law, serta memunculkan persepsi adanya
intervensi terhadap independensi peradilan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan
bahwa meskipun abolisi merupakan kewenangan konstitusional yang sah, penggunaannya
harus mempertimbangkan keseimbangan antara kewenangan eksekutif dan prinsip
independensi kekuasaan kehakiman. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar
pemberian abolisi dilakukan secara lebih transparan, akuntabel, dan berbasis pada
pertimbangan hukum yang objektif guna menjaga kepercayaan publik serta memastikan
tegaknya prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: Abolisi; Hak Prerogatif Presiden; Sistem Peradilan Pidana.

Abstract: This study aims to analyze the legal basis and constitutional considerations of the
President in granting abolition, while also examining its legal implications for the
administration of criminal justice in the Indonesian legal system, particularly when this
authority is exercised in cases where the judicial process has not yet reached a final and
binding decision. This study uses a normative legal research method with a statutory and
conceptual approach, supported by an analysis of primary, secondary, and tertiary legal
materials that are examined qualitatively. The innovation of this research lies in the effort to
position the granting of abolition not only as a constitutional authority of the President, but
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also as a legal phenomenon that needs to be studied from the perspective of power relations
between state institutions and its implications for fundamental principles in the criminal
justice system. The results of this study indicate that the granting of abolition has a clear legal
basis in the Indonesian constitutional system and its implementation involves a mechanism
for consideration by the legislative institution as a form of constitutional oversight. However,
in practice, the granting of abolition has implications for the termination of the prosecution
process so that the evidentiary process in court, which should be the main means of finding
material truth, cannot be continued. This situation has the potential to raise issues related to
legal certainty, the principle of due process of law, and the perception of interference with
judicial independence. The conclusion of this study indicates that although abolition is a
legitimate constitutional authority, its use must consider the balance between executive
authority and the principle of judicial independence. This study recommends that abolition
be granted in a more transparent, accountable manner, and based on objective legal
considerations to maintain public trust and ensure the upholding of the principles of justice
and legal certainty in the criminal justice system.

Keywords: Abolition; Presidential Prerogative; Criminal Justice System.

PENDAHULUAN

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden sebagai kepala negara memiliki
sejumlah kewenangan konstitusional yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan
negara, salah satunya adalah kewenangan untuk memberikan abolisi.[1] Kewenangan
tersebut pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang memungkinkan Presiden
menghentikan proses penuntutan terhadap seseorang sebelum perkara pidana tersebut
memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.[2] Dalam praktiknya,
keberadaan abolisi sering menimbulkan perdebatan dalam kajian hukum, khususnya
ketika kewenangan tersebut digunakan pada perkara yang sedang berada dalam proses
peradilan.[3] Di satu sisi, abolisi dipandang sebagai bagian dari hak prerogatif Presiden
yang memiliki dasar konstitusional dan merupakan bentuk kebijakan hukum negara dalam
situasi tertentu. Namun di sisi lain, penggunaannya berpotensi menimbulkan persoalan
terkait prinsip due process of law, independensi kekuasaan kehakiman, serta kepastian

hukum dalam sistem peradilan pidana.[4]

Perdebatan tersebut menjadi semakin relevan ketika kewenangan abolisi dikaitkan
dengan perkara yang melibatkan Thomas Trikasih Lembong. Pemberian abolisi dalam

perkara tersebut memunculkan diskursus hukum mengenai batas antara kewenangan
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konstitusional Presiden dengan proses peradilan yang seharusnya berjalan secara
independen.[5] Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana dasar yuridis
dan pertimbangan konstitusional Presiden dalam memberikan abolisi, serta bagaimana
implikasi yuridis dari kebijakan tersebut terhadap penyelenggaraan sistem peradilan
pidana. Permasalahan tersebut penting untuk dikaji secara akademik karena menyangkut
hubungan antara cabang kekuasaan negara, khususnya antara kekuasaan eksekutif dan
kekuasaan kehakiman dalam kerangka prinsip checks and balances dalam negara

hukum.[6]

Sejumlah penelitian sebelumnya pada umumnya membahas abolisi dalam perspektif
hukum tata negara sebagai bagian dari hak prerogatif Presiden atau dalam konteks
pengampunan negara bersama dengan amnesti, grasi, dan rehabilitasi.[7] Penelitian-
penelitian tersebut cenderung menitikberatkan pada aspek konseptual mengenai
kedudukan kewenangan Presiden dalam sistem ketatanegaraan, serta mekanisme
konstitusional yang mengatur pemberian pengampunan negara. Namun demikian, kajian
yang secara khusus menganalisis implikasi yuridis pemberian abolisi terhadap proses
peradilan pidana yang sedang berjalan masih relatif terbatas, terutama ketika dikaitkan
dengan kemungkinan munculnya persepsi intervensi terhadap independensi kekuasaan
kehakiman. Kesenjangan kajian tersebut menunjukkan perlunya penelitian yang tidak
hanya melihat abolisi sebagai kewenangan konstitusional Presiden, tetapi juga menelaah

dampaknya terhadap prinsip-prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (1) bagaimana dasar
yuridis dan pertimbangan konstitusional Presiden dalam pemberian abolisi kepada
Thomas Trikasih Lembong; serta (2) apakah abolisi dikategorikan sebagai intervensi
putusan pengadilan. Melalui pendekatan konseptual dan yuridis, penelitian ini diharapkan
dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian mengenai hubungan
antara kewenangan konstitusional Presiden dan independensi kekuasaan kehakiman,
sekaligus memberikan perspektif baru dalam memahami posisi abolisi dalam sistem

peradilan pidana di Indonesia.
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu
penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma, asas, dan ketentuan hukum
positif yang berkaitan dengan kewenangan Presiden dalam pemberian abolisi. Penelitian
ini bersifat deskriptif-analitis karena bertujuan untuk menggambarkan sekaligus
menganalisis secara sistematis dasar hukum, teori, dan praktik pemberian abolisi oleh
Presiden serta implikasinya terhadap sistem peradilan pidana. Untuk memperoleh hasil
yang komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah berbagai peraturan yang
berkaitan dengan kewenangan Presiden dan pemberian abolisi, pendekatan konseptual
(conceptual approach) yang mengkaji pandangan para ahli serta doktrin hukum mengenai
hak prerogatif presiden, independensi kekuasaan kehakiman, dan prinsip rule of law,
pendekatan historis (historical approach) yang digunakan untuk menelusuri
perkembangan pengaturan dan praktik pemberian amnesti dan abolisi dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia, serta pendekatan kasus (case approach) yang digunakan untuk
menganalisis penerapan pemberian abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong. Bahan
hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer berupa
konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan keputusan presiden yang relevan; bahan
hukum sekunder berupa buku teks hukum, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu;
serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan
bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur,
dokumen hukum, serta sumber ilmiah yang relevan guna memperoleh pemahaman yang
komprehensif mengenai aspek yuridis pemberian abolisi oleh Presiden dalam sistem

peradilan pidana di Indonesia.
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PEMBAHASAN

1. Dasar Yuridis dan Pertimbangan Konstitusional Presiden dalam Pemberian

Abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemberian abolisi merupakan salah satu
kewenangan konstitusional Presiden yang berkaitan dengan mekanisme penghapusan
proses penuntutan dalam perkara pidana.[8] Secara konseptual, abolisi dapat dipahami
sebagai kewenangan kepala negara untuk menghentikan proses penuntutan terhadap
seseorang sebelum perkara tersebut memperoleh putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap. Dalam perspektif hukum pidana dan hukum tata negara,
kewenangan tersebut merupakan bagian dari hak prerogatif presiden, yaitu
kewenangan khusus yang diberikan oleh konstitusi kepada Presiden untuk mengambil
keputusan tertentu dalam rangka menjaga kepentingan negara dan stabilitas

penyelenggaraan pemerintahan.[9]

Dasar yuridis mengenai pemberian abolisi oleh Presiden di Indonesia dapat ditemukan
dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang menyatakan bahwa Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.[10] Ketentuan tersebut
menunjukkan bahwa pemberian abolisi bukan merupakan kewenangan yang bersifat
absolut, melainkan kewenangan konstitusional yang pelaksanaannya harus melalui
mekanisme checks and balances antara lembaga eksekutif dan legislatif. Dengan adanya
pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat, proses pemberian abolisi tidak semata-
mata ditentukan oleh kehendak Presiden, tetapi juga melibatkan kontrol politik dari

lembaga perwakilan rakyat sebagai representasi kepentingan publik.[11]

Dalam kajian hukum tata negara, keberadaan kewenangan abolisi berkaitan erat
dengan konsep diskresi konstitusional, yaitu ruang kebijakan yang diberikan kepada
Presiden untuk mengambil keputusan strategis dalam kondisi tertentu yang dianggap
berkaitan dengan kepentingan negara.[12] Diskresi tersebut memungkinkan Presiden
untuk menilai suatu perkara tidak hanya dari perspektif hukum pidana semata, tetapi

juga dari sudut pandang politik hukum, stabilitas nasional, serta kepentingan yang
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lebih luas bagi negara. Oleh karena itu, dalam praktik ketatanegaraan, pemberian
abolisi sering kali tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan politik hukum (legal
policy) yang dimiliki oleh pemerintah.[13]

Apabila dikaitkan dengan kasus yang melibatkan Thomas Trikasih Lembong, analisis
mengenai dasar yuridis pemberian abolisi perlu ditempatkan dalam kerangka
hubungan antara kewenangan Presiden sebagai kepala negara dengan sistem peradilan
pidana yang dijalankan oleh lembaga peradilan.[14] Dalam konteks tersebut, Presiden
memiliki kewenangan konstitusional untuk menghentikan proses penuntutan sebelum
perkara tersebut diputus oleh pengadilan. Secara normatif, kewenangan ini tidak
bertentangan dengan prinsip negara hukum selama pelaksanaannya tetap mengikuti
mekanisme konstitusional yang berlaku, termasuk adanya pertimbangan dari Dewan

Perwakilan Rakyat.[15]

Dari perspektif teori pemisahan kekuasaan (separation of powers), pemberian abolisi
juga mencerminkan adanya interaksi antara cabang kekuasaan negara. Meskipun
kekuasaan kehakiman memiliki independensi dalam memeriksa dan memutus perkara,
konstitusi tetap memberikan ruang bagi Presiden untuk mengambil tindakan tertentu
yang berdampak pada proses peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia, prinsip pemisahan kekuasaan tidak diterapkan secara kaku,
melainkan dalam bentuk pemisahan kekuasaan yang bersifat fungsional dengan

mekanisme saling mengawasi (checks and balances).[16]

Selain itu, dalam perspektif hukum pidana, abolisi memiliki konsekuensi yuridis berupa
dihentikannya proses penuntutan terhadap seseorang yang sedang menjalani proses
hukum. Dengan demikian, pemberian abolisi tidak menghapus perbuatan pidana yang
didakwakan, tetapi menghentikan proses penuntutan yang sedang berjalan.
Konsekuensi tersebut menempatkan abolisi sebagai instrumen hukum yang memiliki
karakter khusus dalam sistem peradilan pidana, karena keputusan tersebut diambil di

luar mekanisme putusan pengadilan.[17]
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Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dasar yuridis pemberian abolisi oleh
Presiden memiliki legitimasi konstitusional yang kuat, namun penggunaannya harus
tetap memperhatikan prinsip negara hukum, kepastian hukum, dan keseimbangan
kekuasaan antar lembaga negara. Dalam konteks perkara yang melibatkan Thomas
Trikasih Lembong, analisis mengenai dasar yuridis dan pertimbangan konstitusional
Presiden menjadi penting untuk menilai sejauh mana kewenangan tersebut digunakan
secara proporsional dan sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental dalam sistem

hukum Indonesia.[18]
2. Abolisi Dikategorikan sebagai Intervensi Putusan Pengadilan

Dalam sistem peradilan pidana, setiap perkara pidana pada prinsipnya harus
diselesaikan melalui mekanisme peradilan yang independen dan imparsial guna
menemukan kebenaran materiil. Prinsip ini merupakan bagian dari konsep negara
hukum yang menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yang bebas dari
campur tangan pihak manapun. Oleh karena itu, ketika Presiden menggunakan
kewenangannya untuk memberikan abolisi terhadap suatu perkara yang sedang berada
dalam proses penuntutan, muncul perdebatan mengenai kemungkinan adanya

intervensi terhadap proses peradilan yang sedang berjalan.[19]

Secara konseptual, abolisi merupakan tindakan konstitusional yang menghentikan
proses penuntutan terhadap seseorang sebelum pengadilan menjatuhkan putusan
yang berkekuatan hukum tetap. Dalam praktiknya, keputusan tersebut berdampak
langsung pada terhentinya proses pembuktian di persidangan, sehingga perkara yang
seharusnya diperiksa dan diputus oleh hakim tidak lagi dilanjutkan. Kondisi ini
menimbulkan pandangan bahwa pemberian abolisi berpotensi dikategorikan sebagai
bentuk intervensi terhadap proses peradilan, khususnya apabila dilakukan pada tahap

ketika perkara sudah berada dalam proses pemeriksaan di pengadilan.[20]

Dalam kerangka hukum positif di Indonesia, kekuasaan kehakiman memiliki
kedudukan yang independen sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa
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kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.[21] Ketentuan tersebut menegaskan
bahwa setiap perkara pidana pada dasarnya harus diselesaikan melalui proses
peradilan tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari kekuasaan lain. Dengan demikian,
penghentian proses penuntutan melalui mekanisme abolisi dapat menimbulkan
perdebatan mengenai batas antara kewenangan konstitusional Presiden dan

independensi lembaga peradilan.[22]

Dari perspektif hukum pidana, proses pembuktian dalam persidangan memiliki peran
penting sebagai sarana untuk menguji kebenaran suatu peristiwa pidana berdasarkan
alat bukti yang sah. Proses tersebut juga merupakan implementasi dari prinsip due
process of law, yaitu jaminan bahwa setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana
berhak mendapatkan proses peradilan yang adil dan transparan. Ketika suatu perkara
dihentikan melalui pemberian abolisi, proses pembuktian tersebut tidak lagi
dilanjutkan, sehingga pengadilan tidak memiliki kesempatan untuk menilai secara

objektif apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak.[23]

Dalam konteks perkara yang melibatkan Thomas Trikasih Lembong, pemberian abolisi
berpotensi menimbulkan persepsi publik bahwa proses peradilan tidak berjalan secara
optimal. Hal ini disebabkan karena perkara yang seharusnya diuji melalui mekanisme
persidangan justru dihentikan melalui keputusan politik hukum yang berasal dari
cabang kekuasaan eksekutif. Akibatnya, masyarakat dapat memandang bahwa terdapat
campur tangan kekuasaan di luar lembaga peradilan yang mempengaruhi jalannya

proses penegakan hukum.[24]

Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa secara konstitusional abolisi tetap
merupakan kewenangan Presiden yang sah. Dalam kerangka checks and balances,
kewenangan tersebut juga melibatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat
sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan hak prerogatif Presiden. Dengan
demikian, penghentian proses penuntutan melalui abolisi tidak dapat secara langsung

dianggap sebagai pelanggaran terhadap konstitusi, tetapi lebih merupakan persoalan
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mengenai bagaimana kewenangan tersebut digunakan secara proporsional dalam

sistem hukum yang menjunjung tinggi prinsip independensi peradilan.[25]

Oleh karena itu, dalam perspektif akademik, pemberian abolisi dapat dipandang
sebagai kebijakan hukum yang berada pada titik persinggungan antara kewenangan
konstitusional Presiden dan prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Jika
digunakan secara tidak hati-hati, kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan kesan
intervensi terhadap proses peradilan. Namun apabila dijalankan secara transparan,
akuntabel, dan berdasarkan pertimbangan yang rasional, abolisi tetap dapat
ditempatkan sebagai instrumen konstitusional yang sah dalam sistem ketatanegaraan

Indonesia.[26]

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian abolisi oleh Presiden memiliki
dasar yuridis yang sah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena merupakan
kewenangan Kkonstitusional yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bagian dari mekanisme checks and
balances. Dalam konteks perkara yang melibatkan Thomas Trikasih Lembong,
kewenangan tersebut pada dasarnya dapat digunakan oleh Presiden untuk menghentikan
proses penuntutan sebelum perkara memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap, sepanjang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme konstitusional yang
berlaku dan tetap memperhatikan prinsip negara hukum. Namun demikian, penghentian
proses penuntutan melalui pemberian abolisi juga menimbulkan implikasi terhadap
penyelenggaraan peradilan pidana karena berpotensi menghentikan proses pembuktian
yang seharusnya dilakukan di pengadilan sebagai sarana untuk menemukan kebenaran
materiil. Kondisi ini dapat memunculkan persepsi adanya intervensi terhadap proses
peradilan apabila kewenangan tersebut tidak digunakan secara hati-hati dan proporsional.
Oleh karena itu, penggunaan abolisi sebagai kewenangan konstitusional Presiden perlu
dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan mempertimbangkan keseimbangan antara

kewenangan eksekutif dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman, sehingga tetap
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menjaga kepastian hukum, keadilan, serta kepercayaan publik terhadap sistem peradilan

pidana di Indonesia.
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